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Sebagai wujud transparansi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi 

Keuangan BNI, serta sebagai tindaklanjut ketentuan yang tercantum pada  Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014  tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata 

Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan jo Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan                     

No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi 

Konglomerasi Keuangan, dengan ini Konglomerasi Keuangan BNI menyampaikan Laporan 

Tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi  Konglomerasi Keuangan BNI tahun 2018 

yang terdiri dari :  

1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun buku 

2018  

2. Struktur Konglomerasi Keuangan BNI  

3. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan posisi sampai dengan 

Desember  2018.  

4. Struktur Kepengurusan Konglomerasi Keuangan BNI   

5. Kebijakan Transaksi Intra-Grup pada Konglomerasi Keuangan BNI   

6. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance BNI selaku Entitas Utama pada 

Konglomerasi Keuangan BNI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 

buku 2018  

Sesuai dengan  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014  tanggal                     

18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi 

Keuangan jo Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan  No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 

Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan 

antara lain telah mewajibkan Konglomerasi Keuangan untuk menyusun laporan penilaian 

sendiri (Self Assessment) Tata Kelola Terintegrasi secara periodik (Juni dan Desember)  

kepada OJK dan disampaikan paling lambat pada tanggal 15 bulan kedua setelah 

berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan ( tanggal 15 Agustus dan tanggal 15 

Februari ). 

Self Assessment terhadap pelaksanaan prinsip – prinsip Tata Kelola Terintegrasi pada 

Konglomerasi Keuangan BNI, paling kurang harus diwujudkan dan difokuskan dalam               

7  (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi  yang terdiri dari :  

No Faktor Penilaian 
1 Direksi Entitas Utama   
2 Dewan Komisaris Entitas Utama   
3 Komite Tata Kelola Terintegrasi   
4 Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi  
5 Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi 
6 Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi  
7 Pedoman Tata Kelola Terintegrasi  

 

Penilain sendiri tersebut dikategorikan menjadi 5 peringkat dengan penjelasan masing – 

masing peringkat sebagai berikut :  

Peringkat  Definisi  

 
1 

Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum 
sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola 
Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum 
kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.  

 
2 

Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. 
Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila 
terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang 
signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.  

 
3 

Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum 
cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola 
Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, secara umum 
kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari Entitas Utama dan/atau LJK.  

 
4 

Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum 
kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola 
Terintegrasi. Terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan 
tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh Entitas Utama dan/atau LJK.  

 
5 

Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum 
tidak baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola 
Terintegrasi. Terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan 
tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh Entitas Utama dan/atau LJK.  



 

 

 

 

Untuk tahun buku 2018 Konglomerasi keuangan BNI telah menyusun penilaian sendiri terkait 

dengan implementasi tata kelola pada Konglomerasi Keuangan BNI sebagai berikut :  

 

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assesment) Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi 

Keuangan BNI  

Entitas Utama : PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  
Posisi Laporan  :  Tahun Buku 2018  

 

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan 
Tata Kelola Terintegrasi 

 
Peringkat Definisi Peringkat 

 Jun 2018  Des 2018 

 

2 

 

2 

Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan  
penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara 
umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang 
memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola 
Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam 
penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum 
kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat 
diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas 
Utama dan/atau LJK. 

 

 

Berdasarkan hasil Self Assessment terhadap 7 (tujuh) faktor Penilaian Pelaksanaan Tata 
Kelola Terintegrasi untuk periode Desember 2018 dapat kami simpulkan sebagai berikut: 

a. Direksi Entitas Utama 

1) Dalam struktur Tata Kelola Terintegrasi seluruh Direksi BNI telah memenuhi 
kualifikasi yang ditetapkan oleh perundangundangan yang berlaku. 

2) Dalam proses Tata Kelola Terintegrasi tugas dan tanggung jawab Direksi BNI terkait 
dengan proses Tata Kelola Terintegrasi telah dijalankan dan ditindaklanjuti sesuai 
dengan arahan Dewan Komisaris BNI. 

3) Direksi BNI telah menindaklanjuti masukan Dewan Komisaris BNI atas evaluasi 
terhadap Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, serta memastikan bahwa temuan audit 
baik dari internal maupun eksternal telah ditindaklanjuti dengan baik. 

b. Dewan Komisaris Entitas Utama 

1) Dalam struktur Tata Kelola Terintegrasi seluruh Dewan Komisaris BNI telah 
memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. 

2) Dalam proses Tata Kelola Terintegrasi tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris 
BNI terkait dengan proses Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan masukan 
kepada Direksi BNI dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola 
Terintegrasi. 



 

 

3) Dewan Komisaris BNI telah memberikan masukan dan arahan serta evaluasi 
terhadap temuan audit baik dari internal maupun eksternal untuk ditindaklanjuti 
dengan baik oleh Direksi BNI. 

c. Komite Tata Kelola Terintegrasi 

1) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah terbentuk sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

2) Selama periode Juli – Desember 2018 Komite Tata Kelola Terintegrasi telah 
melakukan rapat sebanyak 2 (dua) kali guna memberikan masukan terkait 
pelaksanaan Tata Kelola pada Konglomerasi Keuangan BNI. 

d. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi 
1) Divisi Kepatuhan sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi bersifat independen 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2) Dalam rangka penyempurnaan fungsi kepatuhan terintegrasi, Divisi Kepatuhan telah 
melaksanakan koordinasi dengan segenap satuan kerja pada masing–masing LJK. 

3) c. Divisi Kepatuhan telah melakukan pemantauan, evaluasi serta senantiasa 
melakukan updating Pedoman Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
guna memastikan penerapan fungsi kepatuhan pada masing–masing LJK berjalan 
dengan baik. 

e. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi 

1) Satuan Pengawasan Internal sebagai Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi yang 
independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2) Secara periodik Satuan Pengawasan Internal telah menyampaikan hasil audit dan 
tindak lanjut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris BNI dengan tembusan 
kepada Direktur Kepatuhan. 

3) Satuan Pengawasan Internal telah melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi 
audit intern terintegrasi pada masing–masing LJK. 

f.  Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi 

1) Divisi Manajemen Risiko Bank sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi 
yang independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2) Divisi Manajemen Risiko Bank telah menetapkan serta melakukan updating terhadap 
Kebijakan dan penetapan limit risiko yang berlaku bagi segenap LJK. 

3) Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi telah mengakomodir 4 (empat) pilar 
penerapan Manajemen Risiko sesuai 

4) dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. 

g. Pedoman Tata KelolaTerintegrasi 

1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI telah disusun dan 
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 
18/POJK/POJK.03/2014. 

2) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI telah 
dikomunikasikan kepada segenap LJK pada Konglomerasi Keuangan BNI dan akan 
dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

 

 



 

 

2. Struktur Konglomerasi Keuangan BNI  

Melalui Surat Dir/102 tanggal 13 Maret 2015 Konglomerasi Keuangan BNI telah 

melaporkan struktur Konglomerasi Keuangan BNI  sebagai berikut :  

 

 

 

a. Komite Tata Kelola Terintegrasi  

Konglomerasi Keuangan BNI telah  memenuhi persyaratan administratif serta telah 
dicatat dalam administrasi pengawasan OJK cfm. Surat OJK No. S-48/PB.313/2015 
tanggal 15 April 2015, Konglomerasi Keuangan BNI juga telah memiliki Komite Tata 
Kelola Terintegrasi sebagai berikut :  

1) Ketua : Bpk. Revrisond Bazwier  (BNI) 

2)  Anggota :  

 Bapak Joni Swastanto (BNI) 

 Bapak Rizqullah (BNI Syariah) 

 Bapak Hasanudin (DPS BNI Syariah ) 

 Bapak Utang Ranuwijaya (BNI Life) 

 Bapak Parikesit Suprapto (BNI Life) 

 Bapak Eddy Siswanto (BNI Asset Management) 

 Bapak Suhendry Hafni (BNI Sekuritas) 

 Ibu Rosa Lima Dwi Mutiari (BNI Multifinance) 

 Ibu Setyowati (Pihak Independen Komite TKT) 

 

Sebagai pedoman BNI juga telah memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, yang 
disusun dan di review sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, 
adapun pedoman tersebut dapat diakses melalui www.bni.co.id  



 

 

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah diupdate terakhir melalui Surat Keputusan 
Direksi No. DIR/796 Tanggal 12 Desember 2018 dan Surat Keputusan Dewan 
Komisaris No. DK/140 Tanggal 13 Desember 2018. 

 

b. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan posisi sampai 
dengan Desember  2016.  

 

1) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Entitas Utama Konglomerasi 

Keuangan BNI .  

 

2) Struktur Kepemilikan Saham Lembaga Jasa keuangan yang berada pada 

Konglomerasi Keuangan BNI  

a) PT BNI Syariah  

 

b) PT BNI Life Insurance  

 



 

 

c) PT BNI Securities  

 

d) PT BNI Multifinance  

 

e) PT BNI Aset Management  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3) Struktur Kepengurusan Konglomerasi Keuangan BNI   

 

Struktur Direksi  

 

 



 

 

 

 

         PT BNI LIFE INSURANCE 

 

 
 

 



 

 

 

 

3. PRINSIP DASAR TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN BNI 

Guna menunjang bisnis dan operasional Konglomerasi Keuangan BNI, diperlukan prinsip 
– prinsip dasar Tata Kelola Terintegrasi yang mengacu pada GCG Roadmap yang 
diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan serta ASEAN Corporate Governance Scorecard 
yang menjadi acuan implementasi penerapan GCG. 

Sesuai dengan hal tersebut prinsip dasar Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi 
Keuangan BNI adalah sebagai berikut: 

1. Implementasi Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BNI bertujuan untuk 
menciptakan kinerja yang unggul dan menambah nilai ekonomi bagi pemegang saham 
dan pemangku kepentingan lainnya, serta menjamin operasional Konglomerasi 
Keuangan BNI sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, etika 
bisnis, serta prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik. 

2. Mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku Perusahaan Anak 
merupakan badan hukum yang terpisah dari BNI sehingga memiliki tugas dan 
tanggung jawab tersendiri dalam pengelolaan perusahaan. 

3. Perusahaan Anak merupakan badan hukum yang independen sesuai dengan 
ketentuan perundangan yang berlaku, di mana dalam pengelolaannya BNI merupakan 
Pemegang Saham Pengendali pada Konglomerasi keuangan BNI. 

4. Prinsip–prinsip Tata Kelola Perusahaan Anak dalam pedoman ini berlaku bagi 
Perusahaan Anak sepanjang tidak diatur berbeda menurut peraturan perundang–
undangan yang berlaku. Anggaran Dasar Perusahaan Anak yang belum sesuai 
dengan Pedoman ini, maka wajib disesuaikan. 

4. Kebijakan Transaksi Intra-Grup pada Konglomerasi Keuangan BNI   

Transaksi keuangan intra group dalam Konglomerasi Keuangan BNI  harus dilakukan 
berdasarkan cost and benefit analysis yang memadai, memiliki underlying yang jelas, 
memenuhi standar akuntansi yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

a. Pengertian Risiko Transaksi Intra-Grup 

Hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di berbagai sektor jasa keuangan akan 
memengaruhi kelangsungan usaha Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang disebabkan 
oleh eksposur risiko yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung dari 
kegiatan usaha entitas yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan. Oleh 
karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan sejumlah peraturan 



 

 

mengenai penerapan Manajemen Risiko secara terintegrasi dalam konglomerasi di 
industri jasa keuangan, dengan salah satunya adalah kewajiban Konglomerasi 
Keuangan dalam melakukan pengelolaan risiko transaksi intra-grup. 

Risiko transaksi intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas, baik 
secara langsung maupun tidak langsung, terhadap entitas lainnya dalam satu 
Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis 
maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti 
perpindahan dana. 

 

b. Tujuan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup 

Penerapan Manajemen Risiko transaksi intra-grup pada Konglomerasi Keuangan BNI 
bertujuan untuk: 

1) Mengatur dan mengawasi risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan 
berdasarkan prinsip kehatihatian. 

2) Memastikan bahwa proses manajemen risiko terintegrasi dapat meminimalkan 
kemungkinan dampak negative yang diakibatkan oleh ketergantungan suatu LJK 
baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap LJK lainnya dalam satu 
Konglomerasi Keuangan, maupun dampak negatif terhadap kondisi bisnis 
Konglomerasi Keuangan BNI secara keseluruhan. 

c. Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Transaksi Intragrup 

Hal-hal yang perlu dilakukan oleh BNI sebagai entitas utama dalam menerapkan 
Manajemen Risiko transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan BNI antara 
lain: 

1) Memiliki kecukupan proses manajemen risiko transaksi intra-grup untuk 
Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan. 

2) Melakukan pemantauan transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan dan 
menyusun laporan secara berkala. 

3) Mendorong pengungkapan publik terkait transaksi intragrup. 

4) Mempertimbangkan dampak transaksi intra-grup terhadap kinerja LJK anggota 
Konglomerasi Keuangan secara langsung maupun terhadap Konglomerasi 
Keuangan BNI secara keseluruhan. 

d. Jenis Transaksi Yang Dapat Menimbulkan Risiko Transaksi Intra-Grup 

Jenis transaksi yang dapat menimbulkan terjadinya risiko transaksi intra-grup di 
Konglomerasi Keuangan BNI, antara lain sebagai berikut, namun tidak terbatas pada: 

1) Kepemilikan silang antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan. 

2) Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek dalam Konglomerasi Keuangan. 

3) Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari 
LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan. 

4) Eksposur kepada Pemegang Saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman 
dan off-balance sheet seperti jaminan dan komitmen. 

5) Pembelian atau penjualan aset dari satu LJK kepada LJK lain dalam Konglomerasi  
keuangan. 

6) Transfer risiko melalui reasuransi. 



 

 

7) Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketigadi antara LJK dalam 
Konglomerasi Keuangan. 

e. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Dan Pengendalian 
Risiko Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup 

Dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup, BNI selaku Entitas Utama 
melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko 
terhadap seluruh faktor risiko (Risk Factors) yang bersifat material secara terintegrasi, dan 
didukung oleh sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup yang memadai. 

1) Identifikasi Risiko Transaksi Intra-grup 
Identifikasi risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan melakukan analisis terhadap 
jenis produk dan/atau transaksi antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan BNI yang 
dapat menimbulkan risiko transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan BNI. 

 

2) Pengukuran Risiko Transaksi Intra-Grup 
Pengukuran risiko transaksi intra-grup bertujuan untuk memperoleh peringkat tingkat 
risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh 
BNI sebagai entitas utama dalam melakukan pengukuran risiko transaksi intra-grup 
adalah menyusun metodologi pengukuran risiko transaksi intra-grup serta melakukan 
evaluasi terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan 
untuk mengukur risiko transaksi intra-grup. 

 

3) Pemantauan Risiko Transaksi Intra-grup 
Pemantauan risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan melakukan evaluasi 
terhadap eksposur risiko transaksi intra-grup yang bersifat material atau yang 
berdampak pada kondisi permodalan Konglomerasi Keuangan, serta melakukan 
penyempurnaan proses dan cakupan pelaporan antara lain apabila terdapat 
perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor Risiko yang bersifat material. 
 
Untuk menilai hubungan keuangan yang material secara intra-grup antar LJK dalam 
Konglomerasi Keuangan BNI diukur berdasarkan nilai transaksi keuangan BNI dengan 
LJK anggota Konglomerasi Keuangan BNI, maupun antar sesama LJK dalam 
Konglomerasi Keuangan BNI. 
 

4) Pengendalian Risiko Transaksi Intra-grup 

Dalam rangka melaksanakan pengendalian Risiko, BNI sebagai Entitas Utama 
memastikan Konglomerasi Keuangan BNI memiliki metode pengendalian atas risiko 
transaksi intra-grup yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Konglomerasi 
Keuangan. 

Pengendalian risiko transaksi intra-grup pada Konglomerasi Keuangan BNI dilakukan 
dengan memperhatikan: 

a) Komposisi parameter risiko inheren transaksi intra-grup pada penilaian profil 
risiko terintegrasi; 

b) Pemenuhan asas kewajaran transaksi (Arm’s Length) terkait transaksi intra-grup; 

c) Ketersediaan dan kelengkapan dokumentasi transaksi intra-grup; dan 

d) Pemenuhan ketentuan hukum/regulator yang berlaku untuk setiap transaksi intra-
grup. 

5) Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-grup 

Sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup meliputi: 



 

 

1) Laporan profil risiko transaksi intra-grup yang merupakan bagian dari laporan 
profil risiko terintegrasi; 

2) Laporan transaksi intra-grup, yang memuat: 

a) Rekapitulasi transaksi dengan pihak berelasi 
b) Perjanjian-perjanjian penting dengan pihak berelasi BNI sebagai Entitas Utama 

menyusun dan menyampaikan Laporan profil risiko transaksi intra-grup 
sebagai bagian dari laporan profil risiko terintegrasi dan laporan transaksi intra-
grup kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran untuk posisi 
pelaporan Juni dan Desember. 

 
 

h. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance BNI selaku Entitas Utama pada 

Konglomerasi Keuangan BNI. 

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang 
Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 
4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, antara lain telah 
diwajibkan bagi setiap Bank untuk melakukan penilaian sendiri (self assessment) atas 
pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) paling kurang setiap 
semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember 


